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<b>ABSTRAK</b><br>

Pada penyelenggaraan jasa fintech kerap ditemukan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi, sehingga

perlu adanya penerapan dari sertifikat keandalan dalam perlindungan data pribadi untuk melindungi hak dari

pengguna jasa dan masyarakat secara umum. Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan data

pribadi dalam UU ITE dan PP 82/2012, penerapan penggunaan sertifikasi keandalan untuk perlindungan

data pribadi, serta penerapan penggunaan sertifikasi keandalan di Indonesia dalam penyelenggaraan jasa

fintech.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan

controller dan processor untuk patuh terhadap regulasi yang ada seperti Supervisory Authority di Eropa

ataupun FTC di Amerika Serikat. Penggunaan sertifikat keandalan oleh pelaku usaha dapat memastikan

praktik usaha yang dilakukannya terkait data pribadi tidak melanggar regulasi yang ada dengan bantuan

pihak ketiga yang menerbitkan sertifikat tersebut. PP 82/2012 belum membahas terkait akreditasi Lembaga

Sertifikasi Keandalan yang berfungsi melakukan sertifikasi terhadap penyelenggara jasa fintech termasuk

terkait perlindungan data pribadi penggunanya. Dalam penyelenggaraan jasa fintech, perlindungan data

pribadi juga diatur dalam peraturan khusus baik dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia.

Mekanisme sertifikasi keandalan ini akan berjalan secara efektif apabila regulasi yang ada dapat mengatur

pelaksanaannya secara jelas dan komprehensif, sedangkan regulasi mengenai sertifikasi keandalan yang

berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur secara jelas sehingga sertifikasi keandalan di Indonesia belum

diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur mengenai sertifikasi keandalan

dengan lebih jelas, terutama mengenai prosedur pendirian dan akreditasi dari lembaga Sertifikasi Keandalan

untuk melindungi hak privasi masyarakat.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

In practice, fintech businesses often do activities that are against the protection of personal data. Therefore,

implementation of sertifikat keandalan (certification) becomes necessary in protecting personal data, in

order to protect the rights of users of fintech services as well as society in general. This research discusses

about the regulation concerning the protection of personal data under the Electronic Information and

Transaction Law (UU ITE) and Government Regulation (PP) 82/2012, the implementation of sertifikat

keandalan (certification) to protect personal data, as well as the implementation of sertifikat keandalan

(certification) in Indonesia in conducting fintech businesses. This research is normative juridical research

utilizing secondary source of data. Indonesia to this day is yet to have an institution authorized to ensure

both controller and processor are compliant to the prevailing regulation, such as Supervisory Authority in

Europe or FTC in the US. Aside from that, UU ITE and PP 82/2012 stipulates that violation against laws
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concerning protection of personal data is punishable with administrative, civil, as well as penal sanctions.

The use of sertifikat keandalan (certification) by business entities could make sure that they do not violate

regulations regarding protection of personal data, with the help of a third party issuing such certificate. PP

82/2012 is yet to address the issue of accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body)

which functions to do certification towards fintech businesses, in matters including protection of its users'

personal data. In conducting fintech services, protection of personal data is also regulated under special

regulations such as regulations of Financial Service Authority (POJK) and regulation of Bank of Indonesia

(BI). Mechanism of sertifikasi keandalan (certification) will run effectively with the existence of clear and

comprehensive regulations. However, the existing regulations concerning sertifikat keandalan (certification)

in Indonesia is yet to regulate as clearly, thus sertifikasi keandalan (certification) in Indonesia is yet to be

implemented effectively. Therefore, the Government of Indonesia needs to regulate sertifikasi keandalan

(certification) more clearly, especially regarding the procedures of establishment and accreditation of

Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) to protect privacy rights of the people.


